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RINGKASAN
Ferdyla Frisca Prasetyaningtyas, 2023. NPM 21901091044, Program Studi llmu
Administrasi Publik, Fakultas llmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Strategi
Pemerataan Dalam Kesesuaian Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan
Dadaprejo. Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin., M.Si, Dosen Pembimbing
Il : Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int .

Kesesuaian penerima Bantuan Langsung Tunai pada Kelurahan Dadaprejo
memiliki tingkat kesesuaian sangat tinggi dibandingkan Desa yang lain di Kecamatan
Junrejo. Hal yang mempengaruhi tingkat kesesuaian yang tinggi pada Kelurahan
Dadaprejo. Hal tersebut perlu kita cari tau strategi apa saja yang dilakukan oleh
Kelurahan Dadaprejo untuk mencapai tingkat kesesuaian penerima bantuan yang tinggi
atau tingkat ketidaksesuaian yang rendah. Dari permasalahan tersebut penulis
merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi pemerataan dan kesesuaian
penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerataan,

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta analisis data pada penelitian ini

menggunakan tiga komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemiskinan yang ada di Dadaprejo ini
sangat rendah dikarenakan strategi dari pemerintah dalam mengatasinya yaitu
bekerjasama dengan LPMK, karang taruna dan R/RW untuk penyesuaian data sehingga
bantuan langsung tunai bisa langsung diterima oleh pihak berwenang dan tidak terjadi

keterlambatan dalam pemberian bantuan.

Kata Kunci : Strategi, Pemerataan, Bantuan Langsung Tunai



REPOSITORY

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

ak Cipta Milik UNISMA

SUMMARY

Ferdyla Frisca Prasetyaningtyas, 2023. NPM 21901091044, Department of Public
Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang.
Equity Strategy in the Suitability of Direct Cash Assistance Recipients in Dadaprejo
Village. Supervisor 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor Il: Hirshi Anadza,
S.Hub.Int, M.Hub.Int.

The suitability of Direct Cash Transfer recipients in Dadaprejo Village has a
very high level of suitability compared to other villages in Kecamatan Junrejo. Things
that influence the high level of suitability in Kelurahan Dadaprejo. It is necessary for
us to find out what strategies are carried out by Dadaprejo Village to achieve a high
level of conformity of aid recipients or a low level of non-conformity. From these
problems the author formulates the problem as follows: How is the strategy of
equalization and suitability of direct cash assistance recipients in Dadaprejo Village?
The purpose of this research is to find out the equalization strategy in the suitability.

The method in this research is to use a qualitative approach and descriptive
research type. In collecting data, interviews, observation, and documentation
techniques were used. And data analysis in this study uses three components of data
reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that poverty in Dadaprejo is very low because
the strategy of the government in overcoming it is to collaborate with LPMK, youth
organizations and R / RW for data adjustment so that direct cash assistance can be
directly received by the authorities and there is no delay in providing assistance. With
the strategy implemented by the Dadaprejo Village, it can be said that it makes it easier
and faster to provide assistance.

Keywords: Strategy, Equalization, Direct Cash Assistance
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A. Latar Belakang
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Kota Batu merupakan kota dataran tinggi dengan masyarakat
bermata pencaharian utama di bidang pariwisata dan pertanian. Kota Batu
memiliki jumlah penduduk 97,502 orang terdiri dari masyarakat
produktif, masyarakat lansia dan masyarakat non-produktif sehingga kota
batu belum memiliki pendapatan kota dengan jumlah besar dan masyarakat
juga membutuhkan pemberian bantuan dari pemerintah kota (Hanifah

Norma Sumatra,2020).

Berdasarkan pada verifikasi atau pemeriksaan kebenaran yang
dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 Penerima bantuan
langsung tunai pada setiap kecamatan terdapat 2.152 orang pada Kecamatan
Batu, 1.842 pada Kecamatan Bumiaji dan sebanyak 1.991 orang
mendapatkan bantuan langsung tunai pada Kecamatan Junrejo. Berdasarkan
survei dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kecamatan
dimana orang tersebut sebagai penyalur atau pengecek pemberian bantuan
dan pelayanan kepada masyarakat yang mana salah satu tugasnya
memberikan dan pengecekan penerima bantuan. Pada Kecamatan Batu
terdapat 16% penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima
bantuan, pada Kecamatan Bumiaji terdapat kurang lebih 19% penerima

bantuan langsung tunai yang tidak sesuai pada sasaran, sedangkan pada
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Kecamatan Junrejo terdapat 12% penerima bantuan tidak sesuai dengan
kriteria penerima bantuan langsung tunai. Hasil data tersebut berdasarkan
dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat tingkat Kecamatan, pada setiap

kecamatan di Kota Batu (Dinas Sosial Kota Batu,2021).

"Pada program bantuan langsung tunai terdapat beberapa ketidak
sesuaian dalam penerimaan pada kecamatan Batu masih ada
beberapa kesalahan penerima jika ditinjau secara langsung."”
(Wawancara pada 3 januari 2023)

"Kesesuaian pada saat ini memang cukup sedikit sulit karena
memang banyak data yang masih tidak sesuai dengan kenyataan
dikarenakan faktor perkenalan antara saudara dengan pihak yang
mendata sehingga banyak yang menerima bantuan tidak sesuai
dengan kriteria masyarakat miskin" (Wawancara pada 3 Januari
2023)

"Setiap daerah atau kelurahan memiliki cara sendiri agar penerima
bantuan bisa diterima sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat
karena banyak masyarakat yang dianggap butuh tidak mendapatkan
bantuan dan masyarakat dianggap tidak butuh mendapatkan
bantuan. Namun, secara maksimal pemerintah daerah melakukan
tugas sesuai dengan aturan yang ada" (Wawancara pada 5 Januari
2023)

Dalam hal penerimaan BLT Kecamatan Batu merupakan wilayah
yang paling luas diantara kecamatan yang lain dan juga jumlah masyarakat
yang cukup banyak 98.921 jiwa atau 45% dari penduduk di Kota Batu
(Badan Pusat Statistik Kota Batu,2021). Jumlah penerima BLT pada
kecamatan batu sebanyak 2.152 orang yang mana tingkat ketidaksesuaian
pada kecamatan ini juga cukup tinggi jika dihitung per desa. Dengan rata-
rata tingkat ketidak sesuaian pada Kecamatan Batu sebesar 45%. Jika
dibandingkan dengan kecamatan Junrejo hanya sebesar 11,3%
ketidaksesuaian penerima BLT. Hal ini berdasarkan hasil pemberitahuan

oleh perangkat desa yang menangani bantuan di Kelurahan masing-masing.
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Berdasarkan data hasil persentase rata-rata ketidaksesuaian antara
Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo, diketahui bahwa angka persentase
ketidak sesuaian Kecamatan Junrejo lebih kecil dibandingkan angka
persentase ketidak sesuaian Kecamatan Batu. Hal ini menunjukkan bahwa
Kecamatan Junrejo lebih tinggi tingkat kesesuaian penerima BLT
dibandingkan Kecamatan Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
semakin kecil angka persentase ketidaksesuaian penerima BLT suatu
daerah, maka semakin besar angka persentase kesesuaian penerima BLT

suatu daerabh.

Besar angka kesesuaian penerima BLT Kecamatan Junrejo dapat
diketahui dari analisis data pada masing-masing desa yang ada di
Kecamatan Junrejo. Kecamatan Junrejo memiliki memiliki tujuh Desa atau
Kelurahan, yakni Desa Beji, Pendem, Mojorejo, Torongrejo, Tlekung,
Junrejo dan Dadaprejo. Pada Desa Beji terdapat 10% dari 324 penerima
bantuan langsung tunai yang tidak sesuai dengan Kkriteria penerima bantuan
langsung tunai, pada Desa Pendem terdapat 12% dari 352 penerima bantuan
langsung tunai yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, Desa
Mojorejo sebanyak 9% dari 231 penerima bantuan langsung tunai yang
tidak sesuai, Desa Torongrejo terdapat sebanyak 15% dari 637 penerima
bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria, pada Desa Tlekung terdapat 10%
dari 351 penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai, Desa Junrejo
Terdapat 8% dari 297 penerima bantuan langsung tunai, sedangkan pada

Desa Dadaprejo hanya sebesar 4% dari 249 penerima bantuan sosial yang
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tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai. Hasil
persentase tersebut berdasarkan pada hasil informasi wawancara kepada

perangkat desa pengurus bantuan sosial.

REPOSITORY

Tabel 1 Persentase Ketidaksesuaian Penerima Bantuan Langsung Tunai
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Total
No Desa Jumlah Penerima Ketidak Sesuaian
Ketidaksesuaian

1 Beji 324 10% 32
2 Pendem 352 12% 42
3 Mojorejo 231 9% 20
4 Torongrejo 637 15% 95
5 Tlekung 351 10% 35
6 Junrejo 297 8% 24
7 Dadaprejo 249 4% 10

Berdasarkan data diatas Desa Dadaprejo mendapati persentase
kesalahan penerima hanya sebesar 4% dari 249 penerima jadi penerima
yang tidak sesuai yakni sebanyak 10 orang, sehingga membuat pertanyaan
bagaimana peran perangkat desa tersebut melakukan penyesuaian penerima

bantuan langsung tunai pada daerahnya.

"Pemberian bantuan langsung tunai dilakukan dengan baik sehingga
tujuan dari pemberian bantuan sudah tersampaikan pada masyarakat
yang mendapatkan. Bantuan tersebut dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari™ (Wawancara pada 22 Desember
2022)

"Penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah pusat yang mana peraturan itu haruslah dipatuhi
masih banyak data-data yang salah membuat daerah tersebut masih
banyak masyarakat yang kurang diperhatikan. Data-data penerima
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yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan situasi.
Pemerintah daerah setempat juga harus turun tangan dalam
melakukan hal tersebut.” (Wawancara pada 21 Desember 2022)

Kesesuaian data merupakan proses dalam pembaruan data yang
digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, terkini, terpadu dan
berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.
Kegiatan pemutakhiran data ini mencakup dalam melengkapi,
memperbaiki, memperbarui, mencatat dan mendata keluarga baru yang
memiliki masalah sosial yang dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke
rumah melalui observasi dan wawancara kepada keluarga yang layak untuk

dibantu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah,2021).

Kesesuaian data ini digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung
Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang mana masuk kedalam kriteria
miskin pada Permendes Nomor 6 Tahun 2022. Diharapkan dilakukan
Kesesuaian ini adalah adanya data yang sesuai dengan kondisi dan
masyarakat mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.. (Gunawan

Sumodiningrat,2003).

Strategi pemerintahan dalam kesesuaian penerima Bantuan
Langsung Tunai ini adalah dengan melakukan pendataan secara cermat dan
sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Melakukan Kerjasama antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan Kerjasama agar
bisa menghasilkan data yang sesuai pada ketentuan yang sudah ada. Selain

itu, agar Bantuan Langsung Tunai tepat sasaran maka pemerintah perlu



memperbarui (DTKS) secara berkala sebagai acuan penerima Bantuan

Langsung Tunai Tepat Sasaran(Rofiq Hidayat,2022).

REPOSITORY

"Pemerintah daerah harus memiliki strategi dalam pemberian
bantuan langsung tunai karena apabila pemerintah daerah hanya
menurut pada laporan yang diberikan melainkan pemerintah daerah
juga turun langsung agar kesalahan yang terjadi bisa diminimalkan
dan penerima bantuan agar sesuai dengan aturan yang ada. Bantuan
tersebut bisa dikatakan berhasil apabila tingkat ketidak sesuaian
rendah.” (Wawancara pada 21 Desember 2022)

University of Islam Malang

Bantuan langsung tunai merupakan pemberian bantuan yang bisa
berupa barang atau uang dari pemerintah kepada individu, keluarga,
kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial. Berdasarkan pada uraian di atas penulis melakukan penelitian
sebagai tugas akhir berupa skripsi dengan judul " STRATEGI
PEMERATAAN DALAM KESESUAIAN PENERIMA BANTUAN

LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN DADAPREJO KOTA BATU"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerataan melalui kesesuaian

penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan

rumusah masalah di atas adalah:
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1. Untuk mengetahui strategi pemerataan melalui kesesuaian penerima

bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

REPOSITORY

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari strategi pemerataan

University of Islam Malang

melalui kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan

Dadaprejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dilaksanakan adalah:

a. Bagi pembaca, sebagai salah satu sumber informasi tambahan
dalam memperoleh suatu informasi untuk mengidentifikasi
penemuan strategi dalam kesesuaian penerima bantuan langsung

tunai.

b. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan
tambahan dan memberikan pengalaman serta memberikan informasi

mengenai kegiatan penelitian.

a. Bagi aparatur daerah, mampu menjadikan acuan dalam

melaksanakan kinerja aparatur daerah bisa berjalan dengan baik.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh sebuah pembahasan yang tersusun secara

sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga mampu
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menunjukan hasil penelitian yang tertata dengan baik. Maka penulis

mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut.

REPOSITORY

Bab pertama, merupakan bagian pertama dalam penelitian bisa

University of Islam Malang

disebut sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini mengisi uraian tentang tinjauan Pustaka
atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dirujuk dari
pustaka. Penelitian kualitatif ini dirujuk baik dari pustaka atau hasil
penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada

konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab ketiga, pada bab selanjutnya menjelaskan tentang metode
penelitian yang dipakai oleh peneliti sebagai identitas penelitian seperti
jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis

data dan keabsahan data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang meliputi, pemaparan

data, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan data dan saran dari hasil
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi
Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Dadaprejo,

maka disimpulkan sebagai berikut:

Dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo
dapat dilaksanakan atau diselesaikan berdasarkan pada pemerataan pembangunan
dengan model bottom-up dimana pembuat kebijakan berdasarkan pada lembaga daerah
yaitu Kelurahan dan pemerintah pusat hanya mengikuti saja. Selain itu, untuk
kesesuaian penerima bantuan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat
mendukung dimana Kelurahan bisa membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan
masalahnya sendiri bisa disebut sebagai dekonsentrasi untuk membantu menyelesaikan
kemiskinan yang ada sehingga otonomi daerah merupakan kebijakan yang
dipergunakan untuk desa sebagai lembaga terendah untuk membuat sebuah kebijakan
untuk mempermudah dan mempercepat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dengan strategi pemerataan dan otonomi daerah berjalan baik hal tersebut dapat
menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kelurahan Dadaprejo sehingga pada
saat ini tingkat kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo

sangat baik.



Faktor penghambat dalam Strategi Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan
Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Dadaprejo yaitu, minimnya anggaran BLT

sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan merasa tidak puas. Selain itu, adanya

REPOSITORY

kecemburuan masyarakat yang mana sebelumnya mendapatkan bantuan dan kemudian
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tidak dapat sehingga membuat masyarakat sering mengeluh pada RT/RW ataupun pada

pihak Kelurahan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti memberikan

beberapa hal yang disarankan oleh peneliti:

1. Data penerima bantuan langsung tunai pada pemerintah Kota Batu tidak
segera diperbarui yang juga bisa menjadi penghambat dalam pemberian
bantuan, seharusnya pemerintah Kelurahan Dadaprejo menyampaikan
langsung kepada Pemerintah Kota untuk segera memperbarui data
penerima bantuan setidaknya satu tahun sekali melalui surat tertulis.
Apabila melalui surat tertulis tidak ada tanggapan maka Pemerintah
Daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota untuk segera
memperbarui data.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan adanya
data penerima bantuan yang belum diperbarui oleh pemerintah pusat untuk

bantuan langsung tunai yang menghambat jalanya pemberian bantuan. Hal

ak Cipta Milik UNISMA
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ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya
dalam mencari satu permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Batu.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan
terdapat temuan baru yakni adanya kolaborasi antara pemerintah daerah
dengan pengusaha lokal daerah tersebut. Hal ini bisa dijadikan
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam

melakukan penelitian di Kelurahan Dadaprejo.
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